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Abstract

The orignr of stale has beest the most mtrcate debate i political sciences
soice there is a scarcuty of strong physical evidence of what and ho‘u_'
state putwlly born and formated. 1t then explaws why the discourse
of state origun theory in political sciences feutured is abstract-speculatif
dmmcrler, rather than enpirical-based theory. The Contract Social
theory is one of the most widely-known of the L)r[gm of state theory. In
fact If/zc theory of social contract is not nievely western-based theory
yet thas also found the eastern pohtical spiu;n’, ot Hindn tmdz'tm;z/
This paper will exanine thoroughly the social contract theory e.rz'stmg;
boti i western and eastern acadenric tradistion It compares Hébbes
thought on Leviathan, and Kautitya, a scholar front the Hinduism
trqdzt[on, wlio used to be a Prime Minister of Candragupta of Maurya
Dinasty around 321-300 BC. This paper found that there is a stmilarity
bcfujeen these two scholars on the certain stage of state origin namel
HIA:" State of nature, a stage before the existenice of state. Hobbes describcdsl
this stage as howo homoni Iupus. The holy hook Artasastra, writien
by Kautilya has a similar content. Kautilyn used fish life asa n/zetaphor
z/z/nd calls his theory as the fish law, to describe the state of nature ns,'

the small fishes are eaten by the bigger one”, to argue the state of
nature. This paper is an attempt to explore and appreciate the
alternative school of thought from the east. |

Kata kunci: Teori Negara, Leviathan, Hukum [kan
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“ People Suffermg from anarchy as illustrated by the proverbial
tedency of large fish mwallowing a small one, first ejected Manu to be
their kung and alotted one of the gramsgroum and one tenth of
marchandise as sovereigi dnes.Support by thery payment kg took
upon themselves the responsibiity of maintanting the safety and
security of therr subject”

Kautilya, Arthasastra, Buku I, Bab XI1]

... no Knowledge of the face of the eartli; no account of inme; no letters;
1o soctely, and wich is worst of all, continnal fear, and danger, of violent
death.

An the fife of man, solitary, poor, nasty, bruitsh and short.”

" the great Leviathan, or rather speak more reverently of Mortal God to
winch we owe under the umortal God, our peace and defence”
Thomas Hobbes, Leviathan.

Pengantar

Masalah asal-mula Negara adalah salah satu pusat perdebatan
ilmu politik yang tersulit. Kesukaran untuk menemukan kata sepakat
tentang masalah ini disebabkan karena belum ditemukan bukti-bukti
vang meyakinkan terutama menyangkut genefika Negara, yakni saat-
saat pertamakali Negara dibentuk. Ketiadaan bukti vang meyakinkan
ini, mengakibatkan teori-teori tentang asal mula Negara menjadi lebih
bercorak spekulatif dan abstrak sehingga banyak mengedepankan
pemikiran-pemikiran teoritis-deduktif dari pada uraian-uraian yang
empiris-induktif.

Salah satu teori tertua dan terpenting mengenai asal mula
Negara adalah teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial menganggap
perjanjian (kontrak) sebagai dasar dari hubungan Negara dan
masyarakat. Teor! ini bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan sepanjang
sejarah, mulai dari pemikiran politik klasik India Arthasastra gubahan
Kautilya, rasionalisme dalam tulisan-tulisan filosof Yunani Kuno
sampai dengan teori-teori John Locke dan Rousseau pada abad ke-18.

Selain tertua dan terpenting, teori kontrak sosial juga relatif
bersifat universal, karena ditemukan baik dalam tulisan sarjana barat
maupun dalam tulisan sarjana-sarjana timur. Keuniversalan teori
kontrak sosial juga terlihat dari rentang pengaruh vang dimilikinya.

189



Jurnal {lnne Sosial & Ihin Politik, Vol 3, No 2 Novewber 1999

Penganut-penganut teori kontrak sosial meliputi kalangan yang luas,
meliputi penulis-penulis seluruh aliran pemikiran, baik mazhab
kenegaraan yang absolut sampai pada penganut mazhab kenegaraan
yang terbatas (minimalis).

Universalitas teori kontrak sosial juga disebabkan karena teori
ini adalah teori yang sederhana dalam bangun logika berpikirnya
sehingga kalangan awampun secara mudah dapat mengerti. Seti;p
perenungan mengenai Negara dan masyarakat, sudah dapat dipastikan
menghasilkan kesimpulan bahwa dalam hubungan itu terdapat fondasi
bgrupa persetujuan anggota-anggotanya. Persetujuan itu dapat
dinyatakan secara tegas (expressed) maupun dianggap telah diberikan
secara diam-diam (factty assumed).

Tulisan ini berkendak untuk menelusuri kembali teori-teori
kontrak sosial, terutama yang dikonstruksi oleh sarjana-sarjana politik
dibarat maupun timur. Dua sarjana yang dipilih dalam tulisan inj untak
mewakili pemikiran barat dan timur tentang kontrak sosial adalah
Thomas Hobbes dan Kautilya. Walaupun lebih memusatkan perhatian
pada Hobbes dan Kautilya, tulisan ini juga ingin memetakan arkeologi
dari teori-teori kontrak sosial secara historis. Keinginan untuk mengkaji
kembali teori-teori kontrak sosial discbabkan oleh dua alasan utama.
Pertaina, pengkajian tentang teori-teori kontrak sosial dilakukan untuk
menggapai relevansi akademik, di tengah Kurangnya perhatian
kalangan akademisi untuk mempelajari kembali hakaket dasar
kehadiran Negara (State) dalam masyarakat. Alasan yang kedua adalah
studi ini dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat secara sosial.
Karena bagaimanapun setelah reformasi bulan Mei 1998 ditengarai
te.rjadi fenomena stateless society dalam masyarakat Indonesia. Hal ini
dibuktikan dengan adanya arus pemikiran yang kuat di kalangan
masyarakat untuk menegasikan apa saja yang “berbau” Negara.

Arkeologi Teori-teori Kontrak Sosjal

Di dunia barat, ide tentang dasar hubungan kontraktual antara
masyarakat dengan Negara, pertama-tama ditemukan dalam tulisan-
tul.Lsan kaum Sofis, yaitu filosof-filosof Yunani pendahulu Plato dan
Aristoteles. Falsafah Sofisme menerima adanya hakekat alamiah dan
hakekat kontraktual dari masyarakat. Selanjutnya pemikiran kaum
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Sofisme ini dielaborasi oleh Plato (428-347 SM) dalam bukunya yang
berjudul The Republic. Buku itu menguraikan semacam perjanjian yang
membentuk masyarakat. Plato (seperti dikutip Isjwara, 1980: 137)
menulis sebagai berikut:

Therefore when men act unpustly towards one another, and thus
experience both the domng and the suffering, tiose mnongst them who
are unable to compass the one and escape the other, come to this opinion
: That 1t is more profitable that they should ymutually agree neither to
mflict nyustice nor to suffer 1t. Hence men began to establish Jaws and
convenants with one another and they called what the Lue prescribed

lnofull and just.

Setelah Plato, teori kontrak sosial kembali mempengaruhi
pemikiran politik di Eropa, mulai sejak abad pertengahan sampai pada
jaman Renaissance dan seterusnya. Para sarjana barat vang menganut
teori kontrak sosial dalam tulisan-tulisannya antara lain: Ricard Hooker,
Hugo de Groot, Benedictus Spinoza, Samual Pufendorf, Thomas
Hobbes, John Locke, Cristian Thomasius, Jean Jacques Rousseau dan
Immanuel Kant. Dari sekian banyak penganut teori Kontrak Sosial yang
paling berpengaruh adalah Thomas Hobbes, John Locke dan jJ
Rousseau (Ebenstein, 1970).

Teori-teori kontrak sosial yang diyakini oleh para sarjana barat,
umumnya dibangun atas pemikiran bahwasanya kehidupan manusia
dipisahkan dalam dua jaman yang berbeda, yakni jaman sebelum
manusia mengena) Negara serta jaman sesudah manusia memasuki
kehidupan bernegara. Kedua jaman itu seringkali disebut Staatlosen
Zustand (state of nature) dan Staatzustand.

Peralihan darijaman pra Negara ke jaman bernegara terlaksana
melalui perjanjian yang dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja oleh
semua manusia yang pada suatu waktu bersama-sama mendijami
sebuah wilayah. Keadaan tak bernegara disebut keadaan alamiah (state
of nature, atau status naturalis); individu hidup tanpa organisasi dan
pimpinan. Situasi pra Negara ini digambarkan sebagai keadaan tanpa
hukum, tanpa Negara dan pemerintah yang mengatur hidup bersama.

Dalam menggambarkan keadaan alamiah ini timbul perbedaan
di antara pemikir-pemikir politik di barat. Menurut Thomas Hobbes,
keadaan alamiah itu merupakan keadaan sosial yang kacau balau,
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ganas, kejam dan tidak mengenal keadilan. Berbeda dengan Thomas
Hobbes, John Locke menggambarkan keadaan alamiah sebagai taman
firdaus di dunia, tempat manusia hidup bebas dan sederajat menurat
kehendak hati mereka sendiri. Bagi Locke, keadaan alamiah ini sudah
bersifat sosial, karena manusia hidup rukun dan tentram sesuai dengan
hukum akal (law of reason ) yang mengajarkan bahwa manusia tidak
boleh mengganggu hidup, kesehatan, kebebasan dan milik sesamanya.
Atau dalam bahasa John Locke (seperti dikutip Isjwara, 1980: 144 atay
Budiardjo, 1988: 151);

The state of nature has a lar of nature o govern o, whick obliges
every one, and reason, which is fhat laiv, teaches all wiankind who ynll

bret consuli 18 that bei)

all equel auglt fo harm another 1 s life,

health, liberty or possessions. .

Sejalan dengan John Locke, J. J. Rousseau juga melukiskan
keadaan alamiah sebagai keadaan sebelum manusia melakukan dosa,
atau suatu keadaan aman dan bahagia. Lebih jauh Rousseau
mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia hidup bebas
sederajat, semua dihasilkan sendir oleh individu serta individu
mencapai kepuasan dari apa vang dilakukannya. Tindakan individu
didasarkan atas kepercavaan alas diri sendiri dan atas dasar belas
kasihan pada sesamanya. Dengan anggapan itu, Rousseau memberikan
corak mistik pada pemikirannya mengenai jaman pra Negara jtu.

Walaupun Rousseau dan John Locke (Ispwara:1980) berbeda
pendapat dengan Thomas Hobbes mengenai keadaan pra Negara,
mereka sejalan dalam hal pemikiran bahwasanya keadaan alamiah tidak
dapat seterusnya berlangsung. Manusia dapat mengakhiri keadaan
alamiah dengan mengadakan perjanjian bersama. Perjanjian bersama
itu merupakan peralihan unfuk memasuki keadaan bernegara (ciodl state,
status civilis).

Sepertijuga halnya dibarat, di dunia timur, ide tentang adanya
hubungan kontraktual antara Negara dan masyarakat ditemukan dalam
Arthasastra vang ditulis kira-kira tahun 321-300 sebelum Masehi oleh
Kautilya, Perdana Menteri dinasti Cadragupta Mau rya. Dalam buku I,
bab X1Il, Kautilya menyebutkan teori tentang “ikan besar yang menelan
ikan kecil” (hukum ikan atau fish law). Berikut kutipan teori hukum
ikan dari Kautilya yang menjadi dasar bagi hubungan kontraktual
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antara Negara dengan masyarakat (Brown, 1933: 20):

Peoyle suffering from anarcliy as 1'(’1:.*5:__ratmf by the proverbial ten-
denicy of large fish awalloteing a small one, first ejected Manu 1o be At‘heir
king'rm'd alotted one of the gramsgrown and one tenth ojmerclmndw{e afi
soverergn dues. Support by their payment king took_ Hpon thgmse ves
the responsibility of mamtanimg the safely and security of their subject

Selain dalam kitab Arthasastra, epos besar Mahabharata (Brown,

1953) juga menggambarkan situasi anarki Pada saat lfeatdaan plrz
Negara. Situasi anarki itu dilukiskan sebagai keacigan s;a mgp\],t:nt
hidup tanpa pemerintah, saling menyerang seperti ke_a Izand i laut
tempat ikan besar menjadi pemangsa bagi ikan yang kecx'l‘ ea aanAm}i
membuat manusia berkumpul untuk membuat smnay.zah Samay;(at
merupakan upaya manusia bermusvawarah mencapai ‘katz s;liataa
untuk menvingkirkan orang-orang yang melakukan hndal\aJI\ he]d.ba ;1
anti sosial maupun vang melanggar kesepakatan vang telah dibuat.

il 11 1 1 1 litik dalam
Dari samayiah inilah diletakan fondasi bagi pgranan po
pemjkiranjk]asik India. [ni terlihat jelas dalam kitab Mahabharata XII,

Santi Parwa, LXII], halaman 147:;

Manakala politik telah sirna, Veda-pun sirna pula
Semua aturan hidup hilang - musnah,

Semua kewajiban manusia terabaikan,

Pada politiklah semua ber]ingung, o

Pada politiklah semua awal tindakan 1.:hwu1udkan
Pada politiklah semua pengetahuan dlpel‘fa tukan
Pada politiklah semua dunia terpusatkan!

Dalam bukunya yang berjudul, Manu nndAKnulilyn,. K.Aa.l
Nilakanta (1957) menyebutkan bahwa teo.ri koptrak sosial sglala(:{gagn%r:)_
dikemukan oleh Kautilya telah mendekati teori kont’ralf sosm[LS ar o
mas Hobbes, daripada teori perjanjian masyar.ak.at dari pﬁnil . :g:e:mas
yang lainnya. Malahan Kaubtlya dalam bal ini menda 1.1‘1-1;1120 e
Hobbes berabad-abad sebelumnya, yaitu kuran’g lebi aha“;
Persamaan antara Thomas Hobbes dan Kautilva t.erhhat daIamtpka am
mereka mengenai keadaan tak bemeggra (a!armz‘)h). Mer;urll.x meclan
sarjana itu, keadaan alamiah ditandai oleh ketiadaan huku
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ke?iat‘:laan organisasi serta pimpinan, sehingga mengakibatkan
teljadul:ya k}e(adalin ylang menyerupai keadaan di laut tempat ‘ikan besar
memakan ikan kecil” atau kea v
o ot el atau k daan “perang antara semua melawan
. .Kalau dikaji secara mendalam maka teori-teor; kontrak sosial
baik d11.<emu1<akan oleh sarjana barat maupun timur memiliklf
karakteristik yang khas dalam bangun argumentasinya. Karakteristik
yang khas itu antara lain: Pertama, teoyi-teori kontrak sosial lebih bersifat
rasional-intelektualitas, karena hampir semua teori kon.trak sosial
menyandarl@n diri pada argumen bahwasanya perjanjian terbentuknya
Negara lebih didasarkan pada pemikiranJ (rasio) manusia seba >ai
mahluk yang berakal. Kedun, bangun logika teori-teori kontrak sofial
mempunyai karakter individualistik yahg kuat. Hal ini ditengarai dari
k.ecenderungan kontrak sosial antara masyarakat dengaf Ne aral
dibentuk dengan perjanjian yang melibatkan individu-individy Asebga al
pesertanya. Logika individualistik ity dapat disamakan dengan modgel-
model konhrak yang dijalankan masyarakat modern. Ketiga, teori-teori
kontrak sosial, baik yang muncul di barat maupun timur élidasarkan
atas kepercayaan akan keberadaan hukum kodrat (rzaturlal law) yan
mengatur kehidupan manusia di dalam jaman pra Negara Y

Leviathan dari Thomas Hobbes

o Iis‘ggrgas Hobbgs dilahirkan di Malmesbury pada tanggal 3 April
Dot 19 an meninggal pad.a tanggal 4 Desember tahun 1676 di

erbyshire, Inggr‘ls. Karena lahir di kota Malmesbury maka Thomas
IT-Ihobbes seringkali disebut “filosof dari Malmesbury. (Thomson: 1986)

oT'nas Hobbes bukan seorang negarawan atau politikus, melainkan
?aelz;c}gﬁ f1k;sgf yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah
at T}goExzt}k. K{arya—karya politiknya dimuat antara lain dalam bukuy-
p 6425 e kunen of Law (1640), Natural dan Political (1640), The Citizen
Lo Kecti al:ryanya yang termasyur Leviathan yang ditalis pada tahun

: ga karya Thomgs Hobbes ditulis dalam motif politik tertentu

umpamanya Leviathan ditulis untuk membenarkan dan memberi dasarl
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Dalam karya-karyanya, Hobbes banyak dipengaruhi oleh
Macheavelli dan Bacon, (Thomson, 1986) Machiavelli menilai kegagalan
tradisi klasik karena filosof klasik meletakkan tujuan manusia terlalu
tinggi. Manusia dianggap serba mulia, serba sempurna. Bahkan Bacon
mengatakan bahwa filosof klasik menciptakan hukum-hukum imajiner
tentang masyarakat imajiner. Oleh karena itu, N fachiavelli menawarkan
konsep vang lebih realis dalam melihat kehidupan politik. Menurut
Machiavelli. dalam sepanjang hidupnya, manusia hanya ingin
mencapai tujuan-tujuan yang lebih rendah.

Dipengaruhioleh pandangan realisme ala Macheavelli, Hobbes
menemukan hukum moral yang bukan berdasarkan atas akal (reason),
tetapi berdasarkan atas nafsu (passion). Nafsu untuk berkuasa dianggap
Hobbes sebagai akar terdalam dari tingkah laku manusia, sehingga
pandangan-pandangan yvang tidak sesuai dengan pendapat ini
dianggap gagal memahami tingkah laku manusia.

Di luar pengaruh intelektualitas Machiavelli dan Bacon, untuk
menyelami pemikiran politik Thomas Hobbes, ada baiknya ditelusuri
kembali setting historis ketika teori-teori Hobbes dibangun. Karena
bagaimanapun Hobbes dapat dimengerti jika ditinjau dari latar
belakang historis dari jamannya.

Ketika Hobbes dilahirkan dalam tahun 1588, seluruh penduduk
Inggris pada waktu itu terancam bahaya, yaitu ketakutan yang timbul
akibat kehadiran armada tak terkalahkan dari Spanyol yang berada di
bawah pimpinan Laksamana Medina Sidonja. Ketakutan akan ancaman
armada Spanyol menjadi beban psikologis masvarakat Inggris,
termasuk Hobbes, pada waktu itu. Hal itu ditambah dengan berlarut-
Jarutnya perang sudara di Inggris akibat pertikaian antara Long Parlia-
ment dengan Raja Charles I (1642-1651) yang mengakibatkan jatuhnya
hukuman mati bagi Charles 1. Oleh karena itu, pemikiran politik Tho-
mas Hobbes menampakkan adanya unsur-unsur ketakutan yang
menjadi peranan utama pada kemajuan manusia. Ia sendiri mengatakan

dirinya sebagai child of fear.

Keadaan Inggris dalam tekanan ketakutan akibat ancaman ar-
mada Spanyol serta perang saudara, mirip dengan penggambaran Tho-
mas Hobbes mengenai keadaan alamiah (i state of nature) sebelum
terbentuknya masyarakat sipil (civil society). Bagi Hobbes, keadaan
alamiah sama sekali bukan keadaan yang aman sentosa, adil dan
makmur. Akan tetapi sebaliknya, keadaan almiah itu merupakan suatu
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keadaan sosial yang kacau balau, suatu mferno di dunia ini tanpa hukum
yang‘dibuat manusia dengan sukarela dan tanpa pemerintah. Keadaan
alamiah juga keadaan tanpa ikatan sosial antar individu.

Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah didorong oleh sifat-
sifat kodrat manusia sebagai mahluk vang cenderung mengutamakan
diri sendiri (selfish), egoistik, dan tindakan-tindakannya tidak dituntun
oleh akal sehat, tetapi lebih dipandu oleh nafsu.

. Sumber pertikaian antar manusia menurut Hobbes ada tiga
yaitu kompetisi, ketidakpercayaan pada pihak lain dan kebesaran diri
Korr}pe.tisi, distrust dan glary itu membuat keadaan alami manusiz;
menjadi semacam perang dan seolah-olah setiap manusia berhadapan
dengan manusja yang lain.

Dalam keadaan alamiah, setiap manusia mengutamakan
keselamatan diri sendiri (self-preservation) dengan jalan memperbesar
keku‘?saan yang dimilikinya. Keselamatan diri hanya bisa dijamin
apabila manusia mempunyai kekuasaan yang besar terutama
kgmampuan untuk membunuh lawannya. Sehingga, akhirnya hukum
41buat oleh mereka yang fisiknya terkuat sebagaimana keadaan di hutan
rimba raya. Manusia menurut Hobbes, seakan-akan binatang yan
senal')tia»sa dalam keadaan bermusuhan, terancam oleh sesamanya dar%
mez.l}ach mangsa bagi manusia yang secara fisiknva lebih kuat
ganpadanya. Keadaan ini dibahasakan oleh Thomas Hobbes sebagai

homo homini lupus”, manusia yang satu merupakan pemangsa bagi
manusia yang lain. s

Di luar itu, Thomas Hobbes (seperti diulas Minogue, 1986)
mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah manusia isah'ng
bermusuhan, berada terus menerus dalam perang-perangan yang satu
melawan}yang lain. Keadaan ini dikenal sebagai “Belhon omnium con-
tra onimes” (perang semua melawan semua). Bukan perang dalam arti
tgjasperangiar) yang terorganisir, tetapi perang dalam arti keadaan yang

rmusuhan yang t
o (lsjwara:%f%g). €rus menerus antara individu dengan individu yang

Menurut Thomas Hobbes, keadaan alamiah tidak dapat
berlangsung terus. Manusia dengan akalnya mengerti dan menyadari
b§11w§ fiemi kelanjutan hidup mereka sendiri, keadaan alamiah harus
dlak}p'n. Dan hal ini dilakukan dengan mengadakan kontrak sosjal
yakni individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaaan alamjah’
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berjanji untuk menyerahkan hak-hak kodrat yang dimilikinya dalam
keadaan alamiah itu kepada seseorang atau sebuah badan.

Hal yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes sebagai
kontrak sosial adalah sebagai berikut: Setiap individu mengatakan
kepada individu lainnya bahwa "] authorise and give up my rigth og
governing my self, to this man, or to this assembly, on this condition, that
thou give up nry right to him and authorise all his action in like manner”
(Seperti dikutip Isjwara, 1980: 143)

Dengan kata-kata seperti itu maka terbentuklah Negara yang
dianggap dapat mengakhiri anarki yang menimpa individu dalam
keadaan alamiah itu. Dengan kontrak sosial terbentuklah dalam bahasa
Hobbes (seperti dikutip Isjwara, 1980: 143) “the great Leviathan, or rather
speak more severently of Mortal God to winci we owe under the Immortal
God, ouy peace and defence”

Bagi Thomas Hobbes (Minogue, 1986) hanya terdapat satu
perjanjian yakni pactum subjectionis atau perjanjian pemerintahan
dengan jalan mana segenap individu yang berjanji menyerahkan hak-
hak kodrat yang mereka miliki ketika hidup dalam keadaan alamiah
kepada seorang atau sekelompok orang vang ditunjuk untuk mengatur
kehidupan mereka. Akan tetapi perjanjian saja belum cukup. Oleh
karenanya orang atau sekelompok orang vang ditunjuk menurut
Hobbes harus pula diberijuga kekuasaan. Karena bagi Hobbes, kontrak
sosial tanpa kekuasaan diibaratkan ” ... covenants, without the sword, are
but word wid of no strenght so secure aman at all” (dalam Isjwara, 1980:143).

Negara harus berkuasa penuh sebagaimana halnya binatang
buas “Leviathan” yang dapat menaklukan segenap binatang buas yang
lain. Bagi Thomas Hobbes, Negara harus diberikan kekuasaan yang
mutlak schingga kekuasaan Negara tidak bisa ditandingi dan disaingi
oleh kekuasaan apapun. Sehingga, dapat dikatakan kehendak Hobbes
adalah tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Negara: Non est
potestas Terrant quae Contparature ai.

Dengan teori kontrak sosial seperti di atas tidak mengherankan
Thomas Hobbes merupakan salah satu proponen terdepan dalam
meletakkan dasar-dasar falsafah dari absolutisme Negara (Negara yang
mutlak), terutama format monarki yang absolut. Hobbes adalah seorang
royalist yang berpendapat bahwa hanya Negara yang berbentgk
kerajaaan yang absolut dapat menjalankan pemerintahan dengan baik.
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Hukurn Ikan dari Kautilya

. Berbeda dengan Thomas Hobbes yang hanya seorang filosof
Kautilya adalah politikus dan Perdana Menteri dari kerajaan Megadha/
Kauﬁlya atau sering disebut dengan Brahmana Canakya hidup pada.
]baman Brahmapa )(;a?g menggantikan zaman Weda Samhita. Kautilya

erperan penting dalam membangun kebesaran dinasti

Maurya (322-298 SM) di kerajaangMagadha.(Brownﬁgé?andragupta

Pemikiran politik Kautilya yang monumental adalah kitab
Ay.'thasqtm. Kitab Arthasastra adalah salah satu kitab dalam wacana
Hmdu*sme yang memuat pemikiran yang bersifat prescriptive dan
normatif. Karena dari awal, kitab Arthasastra memang dimaksudkan
sebagai kitab yang memberikan pedoman bagi kepala Negara untuk
me‘njalankan pemerintahan. Sebagaimana halnya dengan tulisan-
tulisan yang bersifat preskriptif lainnya, kitab Arthasastra selalu
memuat pesan-pesan moral yang harus diikuti oleh masyarakat: Hal

ini terlihat jelas dari kata-kata pembukaan d tu e
- an pe
Kautilya Arthasastra yang berbunyi: penutup dari kitab

Arthasastra atau ilmu Politik ini ditulis berdasarkan
Perbagai kitab Arthasastra susunan para Maha Rsi (Guru)
jaman dahulu, merupakan pedoman bagi raja/ kepala Negara
di dalam memperoleh dan memelihara Bumi.

Pengetahuan ini akan membawa kita mencapai
Dhgrn?a (kebenaran), Artha (kesejahteraan)dan Kama
(kem.gman) sebagai tujuan Agama Hindu. Selanjutnya
Kautilya menegaskan bahwa Dharma dan Kama tergantung
pada Artha (Warta Hindu Dharia, 1996:8)

’ Seperti yang dialami juga oleh Thomas Hobbes, Kauti
dipengaruhi oleh setting histor%s ketika pemikiran polit:ikr?;atl ii};;:ra\;%it
Salah satu setting politik yang melatarbelakangi pemikiran Kautilyzi
adalah kehendak yang kuat dari Kautilya untuk memperkuat legitimasi
kekuasagn.yang dimiliki oleh dinasti Chadragupta Maurya. Di sampin
1tu, pemikiran politik Kautilya lahir dari keinginan untuk meluafkaﬁ
pengaruh kerajaan Megadha ke kerajaan-kerajaan sekitarnya. Wajar
saja kemudian, Kautilya mengedepankan konsep Mandala. T
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Sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi kekuasaan dinasti
Candragupta Maurya maka Kautilya mengawali pemikirannya dengan
teori hukum ikan untuk menjelaskan keadaan sebelum Negara
(alamiah). Kautilya menggambarkan keadaan alamiah sebagai
diperlakukannya hukum ikan. Dalam hukum ini, ikan yang besar
memangsa ikan yang lebih kecil. Dalam kondisi itu, manusia hidup
dalam ketakutan dan kebingungan. Seperti juga digagas oleh Thomas
Hobbes, manusia satu merupakan lawan dari manusia yang lain.
Dengan demikian terjadi situasi anarkis, tanpa adanya hukum dan
pemerintah yang mengatur kehidupan bersama.

Selanjutnya, Kautilya (dalam Warta Hindu Dharma, 1996)
mengatakan bahwa untuk mengakhiri keadaan alamiah tersebut maka
dilakukan kontrak sosial antar masyarakat untuk mengangkat Manu
menjadi raja. Dalam Kontrak sosial tersebut juga disebutkan bahwa
masing-masing individu menyerahkan haknya kepada raja untuk
digunakan menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup bersama.
Berikut petikan teori hukum ikan dajam kitab Artha Sastra:

Ketika masyarakat tertindas oleh hukum ikan
(matsyanyaya : ikan yang besar memangsa ikan yang lebih
kecil), mereka mengangkat Manu, putra Vivasvat, menjadi
raja. Kemudian mereka yang menetapkan seper-enam bagian
dari biji-bijian (gandum) dan seper-sepuluh dari barang-
barang dan vang sebagai sumbangan. Raja yang telah
menerima sumbangan ini akan mampu Tnenjamin
keberadaan dan kelangsungan warganya. (seperti ditulis
dalam Warta Hindu Dharma, 1996: 8-9).

Bagi Kautilya, kehadiran Negara (raja) lebih ditujukan untuk
melaksanakan beberapa peran (Warta Hindu Dharma, 1996). Pertama,
peranan utama Negara (atau raja) adalah melindungi seluruh wilayah
dan rakyatnya (Janapada). Dalam konteks ini, Kautilya menyitir

perkataan Manu;

Ketika ciptaan ini (yang diciptakan oleh Prajapati)
hidup tanpa raja, semuanya hidup dalam ketakutan
dan kebingungan, menyabar ke segala arah, Tuhan
menciptakan raja untuk melindungi semuanya
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(ciptaannya). Pada kitab Mahabharata, dinyatakan,
memberikan perlindungan adalah pupuk atau essensi
dari kewajiban raja/negara. Oleh karena itu raja harus
selalu aktif dan menyelesaikan kewajibannya; sumber
kesejahteraan adalah aktivitas, dan kejahatan adalah
sebaliknya (Warta Hindu Dharma, 1996 8).

Objek dari perlindungan Negara seperti dijelaskan oleh Kautilya
adalah warga masyarakat (loka) yang terdirt dari keempat warna (Catur
Varna: Bralnmana, Ksatriya, Vesya, dan Sudra), dan Catur Asrama
(Bralimacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksukna), yang ketika diperintah
oleh raja dengan kekuasaannya, akan memelihara jalannya bahkan
dalam mematuhi kewajiban dan pekerjaannya.

Peranan kedua dari Negara adalathemelihara kepatuhan
kepada aturan (social order atai Dharnua), Negara melindungi Dharma
sehingga tercipta suasana yang memungkinkan Negara dan masyarakat
dapat bergerak. Jika kepala Negara melindungi rakyatnya aengan
adil, p.naka ak§11 membawanya mencapai sorga. Jika dia melalaikan
kewajibannya ini dan melanggar aturan masyarakat (social order), maka
Negara akan mengalami bencana. /

~ Ketign, Negara seharusnya berperan dalam memajukan
kese]a.hteraan Dalam hal peranan Negara atau kepala Negara
mensejahterakan masyarakatnya, Kautilya menyatakan, kebahagiaan
kepala negara terletak pada kebahagiaén rakyatnya, apapun yan
pt:fri)yezabkan dirinya senang, dia hendaknya tidak beranggapan bahwg
1tu balk, tapi apapun yang membuat w ’ 7, di
mengansan itfbla)ik_ yang t warganya senang, dia harus

Untuk itu seperti telah disebutkan di atas, sum
Kepala Negara adalah selalu siaga dalam bertindak, ki;iasse:;isg
terletak pada setelah selesaj menjalankan kewajiban dan ia hendaknvya
memberikan perhatian yang adil kepada semuanva. ’
Newara I\/Il\lenurut Kautilya, untuk menunjang kesejéahteraan bangsa dan
» gara, Negara mempunyai ha.k untuk menarik pajak dari rakyatnya.

9p§la Negara (raja) yang melindungi rakyatnya menerima masing -
masing seperenam bagian, jika dia tidak me]iﬁdungi rakyatnya, dia
hanya menerima seperenam bagian juga. Siapa pun yang rt;em};erloleh
pendapatan dari membaca Veda, dengan beryadnya, dengan
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memberikan hadiah, atau dari menghormati guru dan memuja Tuhan,
Kepala Negara menerima seperenam bagian sebagai hasil dari
kewajibannya melindungi Negara. Akan tetapi, jika Kepala Negara
melalaikan kewajibannya dan tetap menarik keuntungan pajak,
menerima hadiah dan denda, maka setelah mati dia akan masuk neraka.
Kewajiban raja yang lain adalah melindungi Negara dari berbagai
bencana seperti kebakaran, banjir, penyakit, dan sebagainya.

Peranan vang keempat dari Negara adalah menjaga kepatuhan

terhadap hukum dan keadilan. Melalui ketaklukan kepada raja, semua
ciptaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak memperoleh
kesecmpatan untuk menikmati kesenangannya sepanjang tidak

menyimpang dari kewajibannya. Peranan lebih lanjut dari Negara
adalah memelihara aturan-aturan yang terdapat dalam berbagai
kebiasaan dari masyarakat yang ditaklukannya.

Sekali lagi dalam menggambarkan ketiadaan raja, hukum dan
aturan, Kautilya (dalam Nilakanta, 1957: 107) mengatakan :

Rakyat menderita akibat dari anarchis, seperti
diibaratkan ikan besar memangsa ikan yang kecil, mula-mula
Manu turunan Visvasvata, terpilih menjadi raja mereka,
menetapkan seperenam bagjan dari biji yang tumbuh, dan
sepersepuluh dari barang dagangan diberikan kepada raja.
Atas penerimaan ini, raja berkewajiban dan bertanggung
jawab atas keamanan dan keselamatan rakyatnya, dan
memberikan ganjaran apabila aturan denda hukuman dan
pajak dilanggar. Pertapaanjuga menyerahkan seperenam biji-
bijian yang dikumpulkannya, dengan menganggap
pembayaran tersebut kepada orang yang memberikan

perlindungan.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Kautilya bahwa kewajiban raja
adalah melindungi warganya dengan bijaksana. Jika raja telah
menjalankan apa yang telah ditetapkan, dia akan menuju surga. Barang
siapa vang tidak melindungi orang-orangnya, atau mengacaukan aturan
masyarakat (social order) akan menjerumuskan Negaranya kedalam

penderitaan.
Peranan Negara yang terakhir adalah menjaga stabilitas

perdamaian dunia dengan konsep Mandala. Wilayah Negara disusun
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ber.dasarkan konsepsi Mandala. Dalam konsepsi Hindu, perdamaian
lebih berharga daripada peperangan, sehingga didalam aj;_;ran Mandala
tersfebut secara langsung mensyaratkan betapa pentingnya
penmbapgan kekuatan atau balancing of power didalam mef’a‘ a
perda<ma1an. Dengan konsep tersebut, Negara akan cenderun hing
damai berdampingan dengan harmonis. 5P
Selain memaparkan peranan vang ha imai
Negarg,_ dalam kitab Arthasastra, diseb)utkagn adrauiuil}:n i;ﬁ?ltztﬂih
(prakriti) pembentuk Negara yang disebut Saptaanga. Saptaanga sei‘arj
berurutan menurut tingkat kepentingannya terdiri dari: Soamina atau
Kepala Negara, Anmtya atau birokrat, [mmp-m.in atau wilayah, Durgn atau
benteng, K‘os}m atau kekayaan, Danda (Bala) atau tentara, da;1 Mx'ttrg'a ;tau
s$kum. Ini membuktikan bahwa pada sistem politik Hindu, Kepala
h-ggara memegang kekuasaan politik, sedangkan para b’awaian
(bu'ok.rat) memberikan saran yang berkenaan dengan pelaksanaan
pemerintahan. Negara meliputi suatu wilavah tertentu lengkap den
p.enduduk yang mendiaminya serta kekavaan wilayah ter§e£ut '§gn
dikenal dengan Janapada. Peranan tentara (BalJa) dan 3era;lyat ;
pertahénan (Durga) adalah menjamin keamanan dan k}estabilzn
;Zierel?t?has. Sedangkan Negara sekutu (Mitra) membanhz1
rta - .
poliﬁi luarlla]Zgi?j_dln dari serangan musuh dalam upaya kerjasama
Ké[éll kit.a bandingkan dengan konsepsi modern tentang Negara
yang terdiri dari : wilayah, rakyat, pemeritahan dan kedaulatz:\gn mgaka
menurut konsepIKauh’lya, rakyat dan wilayah dicakup pada Janc;pada
;S)emermtahan ditunjukkan dengan raja dan para bawahan (Amai n),,
edangke‘m pada unsur kedaulatan, konsep Kautilva sudah lebih o h
dan lebih mendetail, yaltu dengan sarana ’.atau cara miz::jk
lr;;r:;;;ertahan:an Negara atau kedaulatan yaitu tentara (Danda/Bala),
(M!_tm)g pertahanan (Durga)dan kekayaan (Kosa) serta Negara sekutu
ﬁngkat;r.nrllmnya bentpk Negara adalah kerajaan dengan berbagai
kekuatana a;:;(, rglaharaja danvsnmmt. Pembagian ini didasarkan atas
: : an ke esarar»mya Walaupun begitu, bentuk Negara republik
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Dengan teori kontrak sosial di atas sangat jelas posisi Kautilya
sebagai pemikir politik yang membela posisi Negara yang absolut.
Walaupun format absolut yang dibangun oleh Negara dimaksud
sebagal kehendak membangun moralitas (soczal order) maupun untuk
menyelenggarakan kemakmuran. Konsepsi Negara penegak moralitas
(Negara Budiman) ini hampir ditemui di setiap pemnikiran klasik mulai
dari Aristoteles sampai dengan Konfusianisme.

Kritik Teori Absolutisme Negara

Sumber utama kritik terhadap teori kontrak sosial bukanlah
terletak pada konsepsi dasarnya mengenai perbedaan keadaan alami
dengan setelah Negara dibangun, melainkan lebih pada kecenderungan
unfuk menempatkan posisi Negara secara absolut. Tidak bisa dipungkiri
bahwasanya tcori kontrak sosial yang dikonstruksi oleh Thomas Hobbes
maupun Kautilya meletakkan peranan Negara sangat dominan.

Negara dalam pemahaman Thomas Hobbes terbangun untuk
mengatasi situasi anarkis dalam masyarakat, maka kemerdekaan
alamiah dari setiap individu harus dibatasi. Sejalan dengan itu Hobbes
berpendapat perlunya diangkat seorang raja dengan kekuasaan yang
mutlak, karena raja berdiri di atas kepentingan-kepentingan warganya.
Akan tetapi raja sendiri bukan merupakan bagian dari perjanjian itu.

Bahkan Hobbes mengatakan bahwa raja tidak dapat melanggar hukum,
karena raja merupakan hukum itu sendiri.

Sedangkan Kautilya disisi lain melithat peran mutlak dari Negara
dalam upaya membangun ketertiban sosial (Dharma). Ketertiban sosial
menurut Kautilya bisa menghindarkan individu dari hukum ikan yakni
ketika individu yang satu merupakan pemangsa dari individu yang
lain. Dengan demikian, menurut pandangan Kautilya, eksistensi Negara
absolut diperlukan untuk menegakkan moralitas.

Pandangan Negara absolut dan penegak moralitas ini
mendapatkan serangan dari berbagai kalangan, mulai dari penganut
teori-teort kedaulatan rakyat (demokrasi) maupun para penganut teori
Marxis. Bagi ilmuwan yang menganul ide kedaulatan rakyat maka

kekuasaan Negara haruslah dibatasi. Salah satu ilmuwan yang
berpegang pada pendapat ini adalah John Locke. Menurut John Locke
(Ebenstein, 1970; Thomson, 1986), diperlukan mekarusme kelembagaan
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untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh Negara.
Untuk menjamin hal jtu, John Locke memisahkan aspek legislatif
dengan eksekutif dan yudikatif dalam sistem politik. Dalam konteks
ini, John Locke juga berbicara tentang hak-hak alamiah yang
merupakan hak azasi manusia yang tidak boleh dirampas oleh Negara.
Pemikiran John Locke ini kemudian dikembangkan oleh Montesquieu
dengan konsep Trins Politica.

Sclain kritik dari para penganut teori kedaulatan rakyat,
absolutisme Negara dan peran Negara sebagai penegak moralitas
mendapatkan kritik dari para penganut teori Marxis. Bagi penganut
teori Marxis (Arief Budiman, 1996) Negara tidak selalu mewakili
kepentingan umum/ universal karena terbukti secara historis, Negara
merupakan alat dari kelas dominan. Sampai disini kaum Marxis
mengedepankan pandangan Negara instrumentalis. Oleh Karl Marx,
Negara disebutkan sebagai sebuah panitia yang mengelola kepentingan
kaum Borjuis secara menyveluruh. Dengan demikian, eksistensi Negara
senantiasa dibutuhkan oteh kelas dominan dalam konteks penindasan
antar kelas. Schingga, apabila hubungan kelas dapat ditiadakan maka
eksistensi Negara menjadi dipertanyakan. Hal ini kemudian dikenal
dengan istilah the withering a way of the state.

Penutup

Pembicaraan mengenai teori kontrak sosial mengantarkan pada
pusat perdebatan mengenai eksistensi Negara. Dalam konteks Indone-
sia kontemporer, hal ini menjadi sangat relevan ketika muncul gejala
anarkisme secara sporadis hampir di seluruh wilayah republik ini.
Anarkisme itu berjalan di tengah semangat untuk melakukan
pembangkangan terhadap Negara karena Negara dianggap sebagai
biang kerok kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Akhirnya, pertanyaan
penting vang harus menjadi agenda adalah apakah diperlukan kontrak
sostal baru?**

AACN. An Dwipayana, Antara Levmthan dan Hukion {kan
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